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PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
»eRATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
| NOMOR 09 TAHUN 2003
TENTANG

IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA
| - . :
genmbeng a bahwa perencanaan sektor
| Pertanian dalam struktur

Perekonomian Nasional maupun
Daerah sangat  strategis, r;;dko
dituntut. keberhasilan dan ™
peningkatan diketahui  bahwa
kegiatan pertanian,

B bahwa  sebagaimana  diketahui
bahwa kegiatan Pertanian  tidak
terlepas dari air, maka irigasi sebagai
salah  satu  sektor  pendukung
keberhasilan pembangunan

pertanian tetap  dan harus
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Mengingat

. bchwa agar irigasi

. Undang-undang Nomor !

!

mempunyai  peran VQﬂgs |
GnQ’ﬂ

penting : |

da
Oy
bermanfaat dan mencapg; o5y
Vi

ycng tepat guna dan berth”-gUﬁg |
Pemerintah Kabupaten Gowq |

W
menetapkan Pokok-Pokok Kebijokm‘

rigasi yang diatur dalam Pergiyg,

Daerah ;

_ Undang-undang Nomor 29 Taf

1959 tentang Pembentukan Daeror

Daerah Tingkat Il di Sulawe:

(Lembaran Negara Rl Tahun 1%

f
Nomor 47, Tambahan Lembard

Negara RI Nomor 1822) .
1 TohUP

1974, tentang Pengairan (Lemo
mor &

Negara Rl Tahun 1974 Mite”
Nof

Tambahan Lembar Negard
304¢);
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. Undang-undang Nomor 12 Tahun
1992, tentang Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Rl Tahun 1992
Nomor 46, Tambahan Lembar
Negara Nomor 1347) ;

. Undang-undang Nomor 22 Tahun
1999, tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60,
Tambahan Lembar Negara Nomor
3839) :

. Undang-undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Daerah (Lembcran Negara RI
Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3848) ;

. Undang-undang Nomor 25 Tahun
2000, tentang Program
Pembangunan Nasional Tahun 2001-
2004 (Lembar Negara Rl Tahun 2000
Nomor 206) ;

w
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7. peraturan  Pemerintqh Nom
Qr

Tahun 1982 tentang Tatq Pe”got Py)
U!’Qn

Nomor 37, tambahan -
GrQn

Negara Rl nomor 3225 -

8. Peraturan Pemerintah Nomoy
6

Tahun 1988 tentang Koording
§

Kegiatan  Vertikal  d DGerqh
(Lemabaran Negara 1988 Nomq, 10
Tambahan-  lemabaran  Negqrq
Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah  Nomor 95
Tahun 2000,tentang  Kewenangan
pemerintah  dan  Kewenangan
Daerah sebagai Daerah Otonom
(Lembar Negara Rl Tahun 2000
Nomor 54 Tambahan Lembaran
Negara Rl Tahun Nomor 3952);

Perafuran Pemerintah  Nomor 77
Tahun 2001, tentang  ligas
(Lembaran Negara R Tahun 2001

Nomor 143)
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1.

12.

13.

Keputusan Presiden Rl Nomor 44
Tahun 1999 tentang Penyusunan
Peraturan Perundang-Undangan dan
Bentuk Rancangan undong-undong,
Peraturan Pemerintah dan
Rancangan Keputusan Presiden
Keputusan Presiden Rl Nomor 123
Tahun 2001 tentang Tim Koordinasi
Pengelola Sumber Daya Ar ;
Peraturan Daerah Kabupaten Gowa
Nomor 5 Tahun 1988 tentang
Penyidikan Pegawai Negeri Sipil
Dalam  Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Daerah Tingkat I Gowa
(Lembaran  Daerah  Kabupaten
Daerah Tingkat I Gowa nomor 10
Tahun 1988 Seri D Nomor §).
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Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GOw

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN Goy,

TENTANG IRIGASI.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1
2

T ——

Daerah adalah Kabupaten Gowa;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Gowa:

Kepala Daerah adalgh Bupati Gowa;

Ingasi :
vl adalgh penyediaan dan pengaturan af uniuk

menun;i P, |
Nunjang Pertanian, yang jenisnya meliputi irigosi @ |
pompa

Permy e ;
d ..kogn' NQesi air bawah tanah, irigast
anirigas; fambak - -

b
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10.

paerch  Iiga:i adalah  kesatuan wilayah  yang
mendapa! air dari satu jaringan irgasi ;

Jjaringan irgasiadalah  sauyren, bargunan  gan

pangunan pelengkapnya yang: merupakan satuan-
kesatuan manfaat;

Jaringan vtoma adalah jaringar irigasi ¥ang beradg
dalam satu sistem iigasi, mulai dari bangunan utamg,
saluran induk/primer, saluran sekunder. dan bangunan
sadap serta bangunan Pelengkapnyg;

Jaringan tersier adalah jaringan ngasi yang berfungsi
sebogai prasarana pelayanan air dalam petak tersier
yang terdir dari saluran pembawa (tersier), solu}on
pembegi (kuarter) dan saluran pembuang berikut
saluran pembuang terutama cara pelengkapnya,
termasuk jaringan irigasi pombc yang luas areal
pelayanannya disamakan dengan areal tersier:

Petak tersier adalah kumpulan petak irigasi yang
merupakan kesatuan dan mendapatkan air irigasi
melalui saluran tersier utama;

Pembagian air irigasi adalah penyaluran air dalam

janngan utama:
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11.

12.

%8

14.

16.

17.

pemberian air ingasi adalah penyalurgn o
aringon utame kepetak fersier dan kg, oy
penggunaa” air ngasi adalah Demonfeot

dalam perfanian: 3 Qn i
Pembuongon/drcinose adalah Pengaiihgn |
air irigasi yang sudah tidak dapat dipergun%
qda suatu daerah ingasi tertenty; " log

Slebip,

P
perkumpulan petani pemakai air Qdalgh |
ST

oengelola iigasi yang  menjadi - wagqp »
Qn

pemakai air, dalam suatu daerah pelaygn, 0
: Qay

yang dibentuk oleh petani secarq demOqut-SI
I

S,
termasuk kelembagaan local pengelola iigqg;

Komisi lrigasi adalah  Lembaga Koordings "
n

Komunikasi ~ antara  Pemerintah Kabupaten

perkumpulan  petani - pemakai  air dan Unsy

masyarakat yang berkepentingan;

Forum koordinasi adalah  wadah  konsyltas; dan

komunikasi dari dan antar  perkumpulan  petqy
pemakci air, pefugas Pemerintah Daerah sertq
pemakai air irgasi;

Waduk adalah tempat/wadah penampungnya air
disungai;
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18-

9.

20.

21.

22.

deUk iapangan atau embung adalah
TempCn/wc:dah penampung air irgasi padq wakty
surplus ar

pembangunan janngan irigasi adalah suaty kegiatan
oe nyediaan jaringan irigasi, baik yang bary maupun
penombchcn luas aera:;

peningkatan  janngan irgasi - adalah  kegiatan
perbaikan jaringan  akibat  perubahan  kondis;
lingkungan:

manajemen asset ingasi adalah kegictan inventarisasi,
audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan
dan evaluasi;

Hak Guna air irigasi adalah hak yang diberikan oleh
pejobat yang berwenang kepada perkumpulan
petani pemakai air serfa pemakai air irigasi, baik
perorangan maupun berbentuk badan hukum dan

sosial untuk memakai air irigasi.
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BAB I
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

n |

kemanfaatan  air yang  menyelurvh,  terpady gy |

Irigasi diselenggarakan  dengan  tujuan Mewjugg

berwawasan lingkungan guna meningkaike
kesejahteraan masyarakat khususnya petani.

Pasal 3

Iigasi - berfungsi mempertahankan dan  meningkatkan
produkfivitas  lahan  dalam rangka mencaopai ol

pertanian yang optimal tanpa mengabaikan kepentingdr
lainnya

BAB Il
PRINSIP-PRINS|P PENGELOLAAN IRIGAS!
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Pasal 4

peﬂge' olaan Irigasi diselenggarakan dengan

o0 stamakan kepentingan masyarakat petani dan

" menempatkan Pengelompokan petani pPemakai

o sebagai pengambil keputusan dan pelaky utama

gdom  pengelolaon - iigasi  yang  menjag

unggungiawabnya.

Pasal 5
intuk menjamin - terselenggaranya pengelolaan irigasi
yang efisien dan efektif agar dapat memberikan manfaat
yong sebesar-besarnya kepada petani,  pengelolaan
figasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan
pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah
secara teroadu, yang dioarengi dengan prinsip satu sistem

joingan irigasi dan satu kesatuan pengelolaan

Pasal 6
keberlanjutan pengelolaan sistem jaringn irigasi sebagai
Penunjang peningkatan pendapatan petani, khusus,
dlaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi,
Posarana irigasi yang  baik  serta antisipasi adanya

Modemisasi pertanian dan deversifikasi usaha tani.
11
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(2)

(3)

(4]

BAB IV

KELEMB
pasal 7
n elola iﬁgOSi melipui
lembaga  PE™Y e b Dlu iy,
: erd U
pemennfdh o Puian Deioni

pemakai qir sesuai dengan kewenangan ag
Q-

masing. T
petani Pemakad Air dapat membentuk perkumpmqn

sampai  fingkat daerah irigasi  sebagai lembag,

pengatur dan pengelola daerah irigasi dalam -

kesofudn pengelolaan.
Dalem rangka pemenuhan kebutuhan air irigas; Untug

berbagai keperluan, dapat dibentuk Komisi Irigasi
yang berfungsi membantu Kepala Daerah daiam
rangka meningkatkan kinerja pengelolaan irgasi.

Dalam rangka koordinasi pengelolaan di daerah
rigasi yang jaringan utamanya berfungsi multigung,

dapat dibentuk forum koordinasi daerah irigasi.

12

e
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BAB V

pENYERAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN IRIGAS] (PPI)

(N

Pasal 8

persycraton penyerahan kewenangan pengelolaan

iigosi kepada  Perkumpulan Petani Pemakai  Air,

~ Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Induk

(2)

(1

2)

perkumpulan Petani Pemakai Air diberikan apabila
telah terbeniuk secara demokratis, berbadan hukum,
lebih mengutamakan penggunaan sistim irigasi untuk
pertanian yang mampu dan mandiri.

Persyaratan dan tata cara penyerahan diatur lebin

lanjut dalam Kepgutusan Kepala Daerah.

Pasal 9

Penyerahan kewenangan kepada Perkumpulan
Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani
Pemakai Air, Induk Perkumpulan Petani Pemakai
Airdopat dibatalkan apabila sudah tidak mendapat
dukungan dari mayoritas anggotanya.

Dengon sengaja merusak atau mengubah lahan
beririgasi den fungsi irigasi tanpa izin  Pernerintah
Daerch,

13
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- ketentuan yong fercantum gg
‘ b

langgd |

(3) Meoro penyerand” kewenangan pengelolgg, irige%

:cto - pemboialon penyerahan keWenQ:S"

: C]ngeloloc‘ﬂ irigasi  diatur lebih  lanjys dengqn

i g(ln
keputusan Kepald Daerah.
BAB VI

PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKA| A -
Pasal 10

pemberdayaan perkumpulan  petani  pemakg .

dilakukan oleh pemerintah Daerah melalui penguatqn dan

peningkatan kemampuan perkumpulan petan; Pemakqi

air. dengan card memberikan bantuan fasilitas dan

kewencngan yang dituangkan dalam kesepakatan

tertulis.

BAB VIl
POLA PENGATURAN AIR IRIGASI

14
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Bagian |
Hak Guna Air lrigasi

Pasal |1

sesud dengan kewenangannya, Kepala Daerah

memberi
pemakai air tingkat daerah irigasi, badan hukum

kan hak guna air irigasi kepada perkumpulan
petoni
dan atau badan sosial, percrangan serta pemakai air
figasi untuk keperluan lainnya pada setiap sumber yang
dmanfaatkan terutama unfuk kepentingan pertanian

dengan tetap memperhatikan kepentingan usaha lainnya.

Pasal 12
(] Hak guna air diberikan dalam bentuk izin
pengambilan air dan diberikan kepada perkumpulan
petani pemakai air, badan hukum dan badan sosial
alau perorangan serta pemakai air irigasi untuk

keperluan lainnya.
2l Pemegang izin pengambilan air dapat menggunakan

loringan irigasi yang telah ada.

1 S
,M"‘
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Bagian i
penyediaan Air lrigasi

Pasal 13
yediadn air igs diarahkan untuk Mencapg; hag
pen | '
duksi pertan” yang opfimal  dengan tetq,
pro |
memperhatikan keperluan lainnya.
Pasal 14

perencanaan tahunan penyediaan air irigas; dlisusyp
igasi  berdasarkan Usulan-usyign

(1)

oleh kondisi
perkumpulan petani pemakai air dan pemakai irigasi

untuk keperluan lainnya sesuai dengan hak gung g
irigasi yang telah ditentukan dan kebutuhan air ingas;

vang diperlukan.
(2) Perencanaan tahunan penyediaan  air irigas

ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(3] Penyediaan air irigasi berdasarkan perencanaan
tahunan ditetapkan oleh perkumpulan petfani
pemakai air dan khusus untuk penyediaan air irigasi
yang jaringan irigasinya  berfungsi  multi - guna

diterapkan oleh Pemearintah Daerch.
16
"
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penyediocn air untuk mengatasi kekurangan air pada
4

chan P _
anisasi yand dilakukan dari air permukaan dan

ertanian tertentu dapat divpayakan dengain

pomp
o G bawah tanah setelah mendapat izin Kepola
0

Dgerdh.

| pada kondisi ketersediaan air terbatas, Kepala
5

aerah menerapkan penyesuaicn alokasi air bagi

para pemegang hak guna air.

Bagian i

Pembagian dan Pemberian Air Irigasi

Pasal 15
?- rembagian air pada suatu Daerah irigasi ditetapkan
lefiap tahun oleh perkumpulan petani pemakai air irigasi

afas dasar musyawarah melalui forum koordinasi daerah

Irigasi.

| Pasal 16

palam rangka pembagian dan pemberian air secara
epat guna untuk setiap Daerah irigasi, perkumpulan
petani pemakai air menyusun jadwal pemakai air irigasi
lan menerapkan prioritas pembagian air sesuai dengan

fuasi dan kondisi.
17
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Pasal 17

i kepetak tersier hqrys dilg

. i ingas
pagian A g kUan

pem : .
alui bangunan sadap yong dlengkapi dengan,
mela : Qlg

ngukur debit dan Program operasi - yqp, ta) |
pe merintah Daerah Gh

gitetapkan olen Fe

Pasal 18
etani pemakai air bersama pemeﬂ’niqh

perkumpulan P
Daerah menetapkan waktu dan bagian jaringgn INgag

yang harus dikeringkan untuk keperluan pemen’ksoan

dan atau perbaikan.

Bagian IV

Penggunaan Air Ingasi

Pasal 19
Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan
mengambil air tersier atau saluran kuarter pada tempat
yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemaka
air yang dalam pelaksanaannya juga harus menunjuk
petugas pembagi air.

18

e
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i Bagian V

Drainase

Pasal 20
jS o pembangunan jaringan irigasi disertqi dengan
se

| _mbangunan jaringan drainase yang merupakan saty
P - TR
| esatuan dengan janngan ingasi bersangkutan

Bagian VI

Penggunaan langsung Air Ingasi Daii Sumber Air

Fasal 21

setiap pernakai air yang menggunakan langsung air irigasi
dari sumber air permukaan maupun dari sumber air bawah

tonah, harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

BAB VIlI
PEMBANGUNAN JARINGAN IRIGASI

Pasal 22
{1} Rencana induk pembangunan  irigasi disusun
berdasarkan atas rencana pengembangan

S'mberdava air dan rencana tata ruang wilayah

19
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memperhoﬁkon kesepakatun bergg
M

h Daerah dan masyara at petq .

dengOn

antara pemerinta

(2) pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan dengy

mengacu kepada rencanad induk pengembangy

irgasi.

Pasal 23

perkumpulan petani pemakai air, badan hukum ai

badan sosial, dan perorangan nemakai air Ingas unfk

keperluan lainnya, dapat melaksanakan pembangunat
jaringan irigasi setelah mendapat izin pengambilan or doi |

Kepala Daerah

BAB IX

REHABILITAS] DAN PENGEMBANGAN JARINGAY |

; Pasal 24 o

Q .

*rkumpulan Petani Pemakai Air memiliki wewers

fugas ¢ o oo
o 10”99Ungjowob dalam rehabil

Penin ka e o
Jkatan jaringan irigasi di wilayahnya.
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Pasal 25
»erubahan dan ataou pembongkaran jaringan rigasi yang

engubah pentuk dan fungsi jaringan rigasi haruys
mendapct izin Kepala Daerah.

BAB X
INVENTARISASI DAERAH IRIGASI

Pasal 26
(1) Pemerintah Daergh bersama-sama Petani Pemakaqi Aj
ir

diwilayahnyaq, yang melipufi
Peéncatatan/pendataan fisik, kondisi

kegiatan
fungsi iaringan

ngasi, qi
g ar, areq| Pelayanan sertq kelembagaan

Pengeloia irgaqsi.

(2) l % . o

‘ c:\lem‘onsasl dilaksanakan sefiap  tahun  dan
It i
etapkan oleh Pejabat yang berwenang.
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g AB XI

p UD'T P[NG[LOI AAN IRIGAS!

pasol 27
esuoi kewenangannyag se
ah Daerah s tiap bk HJ_

erint
aaih pengelolaan ingasi - untuk

-an OUd”

Men;

!r,
ntaro pelcksanaan pengelolaan DOEroh or

resesuaion O

perkumpulon pefonl pemokc; air.

BAB XIi
MANAJEMEN ASET IRIGASI

Pasal 28
(1) Rencand manajemen aset pada jaringan rigasi yang

kewenangan pengelolaanya  masih disesuaikan
disusun  oleh  Pemerintah Daerah bersamg

perkumpulan petani pemakai air dan pemakai g
ingasi berdasarkan hasil inventarisasi dan berita acarg
penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi.

(2) Rencana manajemen aset ifgasi pada jaringan irigasi
yang  kewenangan pengelolaannya  belum

disesuaikan, disusun oleh Pemerintah Daerah bersama

2
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umpulan petani pemakai air irigasi berdasarkan
e

hasil inventarisasi.
.| rencana manacjemen irigasi ditetapkan oleh Kepalqg
P

DOerOh‘

Pasal 29

emerintah Daerah melaksanakan evaluasi manajemen
e

¢ joingan  yang sewaktu-waktu  dapat  dilakukan
oabila diperlukan dan paling lama setiap 5 (lima) tahun

ekali.

BAB XIl|
PEMBIAYAAN

Pasal 30

I} Pemerintah Daerah bertonggungjowob atas
pembiayaan pembangunan jaringan irigasi utama.

2] Pembiayaan pengelolaan ngasi  dilakukan  oleh

perkumpulan petani pemakai air diwilayah kerjanya
serta ofonom dan mandi.

3l Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi milik badan
hukum dan badan sosial, perorangan pemakai air
figasi,  menjadi  tanggungjowab  pihak  yang

bersangkutan
23
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erinid al
(4) pem g pengelolaan irigosi dan g, 'Ur:m
eny T q
lolaan ingasi Kabupat n
a peng® en.
melalvi dan
BAB XIV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN
Pasal 31
pemerintah Daerah melaksanakan ke diofar

penerfibon,pengawoson dan pengamanan Terhqdqp

masalah jarngan ingasi.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32 |
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan
diatur lebih dengan lanjut Keputusan Kepold ’Ddér_oh.v
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka
segala  ketentuan yang bertentangan  dengan

Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

4

f— _ . R
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Pasal 33

,n Daerah int mulai berlakuy  pgdq

oerat n. oroe
sundangka dapat .
 fiop orong 4apo mengetahuinyq, Memerintahk
fgn - dangan peraturan  Daergh Nl den o
ffnempcmnnvo dalecm Lembaran Daerah Kobupogig:
Disyahkan dii Sunggummoso
Pada fanggal - 14Januari 2003
BUPATI Gowa
CAP/TTD

DRS. H. HASBULLAH DJABAR, MS|

undangkan di : Sungguminasa
idatanggal  : 15 Januari 2003

X1 T PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 2 380008 417

BARAN DAERAH
KABUP
Mo Gy DAER ATEN GOWA TAHUN 2003
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PENJELASAN ATAS

ATURAN DAERAH KABUPATEN GOwa

PER
Nomor : 09 Tahun 2003

Tentang

IRIGASI

PENJELASAN UMUM
Berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nom, ¥

1974 tentang Pengairan, ditetapkan bahwg
enetapkan tata cara pembinaan dolar

Io

tahun

Pemerintah M
rangka kegiatan pengairan menurut bidangnya masing.

masing sesuai dengan fungsi-fungsi dan  perananyq
Dengan demikian berarti - periy diafur pula bidang

pengairan dalom suatu Peraturan Daerah.

Adanya peraturan  fujuan pembangunan pe’roni dari
meningkatkan produksi untuk swasembada beras menjadi

melestarikan ~ ketahanan  pangan,  meningkatkan
pendapatan petani dan meningkatkan kesempatan kerja

di pedesaan serta perbaikan gizi keluarga, pada akhimya
26
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ot penyesuoion arah dan langkah Kegiatan gan
1env

katan pembangunan keirigasian.
de
pe”

un pergeseran nilai air dari memberdayakan milik
AdoP

bersomd .
; nenjadi sumberdaya ekonomi yang Mempunyq;i

yang melimpah dan dapat dikonsums; tanpa

fbu’:;si sosial, memerlukan adanya kebijakan Pengelolaqn
s yonS efektif sehingga keberianjutan sister irigasi
" gan hok atas air bagi semua Pengguna, dapat terjamin,
- gingat irigasi tidak terlepas dari Pengelolaan SUmber
daya air secara keseluruhan, makq Pembaharyan
cebijakan dalam bidang keirigasian hqrys dilaksanakan
kebijakan dalam bidang keirigasian harus dilaksanakan
secara stimulan  dan  konsisten dengan Pembaruan

pengelolaan sumber air secara keseluryhgn.

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 5.d. 33 cukup jelas.

lambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gowag Nomor
09

trresa s na g
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